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LESTA INDRA WASPADA (B11113597), Peranan Kepolisian 
Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di 
Wilayah Hukum Polres Polman.Di bawah bimbingan Bapak Muhadar, 
selaku Pembimbing I dan Bapak H. Amir Ilyas, selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya 
kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres 
Polman, serta untuk mengetahui peranan aparat kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan pencurian oleh anak di wilayah hukum Polres 
Polman. 
Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Polres Polman, 
penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan.Penelitian kepustakaan berupa 
penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan 
hukum danperundang-undangan yang berkaitan dengan 
penelitian.Sedangkan, penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan 
wawancara dengan narasumber dari Polres Polman.Sumber data diolah 
secara kualitatif yang didapat dari buku-buku karya ilmiah hukum serta 
dokumen-dokumen resmi yang berkaitan. 
Dari hasi penelitian disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya 
pencurian oleh anak di Wilayah Hukum polrespolman terbagi menjadi dua 
factor utama, yaitu factor ekonomi dan factor pergaulan. Dan dalam upaya 
menanggulangi kejahatan pencurian oleh anak yang terjadi di Wilayah 
Hukum Polres Polman, peranan aparat kepolisianterbagi menjadi dua, 
yaitu peranan pencegahan atau preventif yang bersifat mecegah 
terjadinya kriminal seperti contoh yaitu bersosialisasi ke sekolah-sekolah 
dan peranan penindakan atau represifyang merupakandilakukannya 







LESTA INDRA WASPADA (B11113597), “The Role Of The Police 
in Overcoming The Crime Theft by Underage In The Jurisdiction of Polres 
Polman”. Under the guidance of Mr.Muhadar as first counselor and Mr. H. 
Amir Ilyas as second counselor. 
This research aims to find out about what causes the crime theft by 
underage in the jurisdiction of Polres Polman, and to understand the role 
of the police in overcoming the crime theft by underage in the jurisdiction 
of Polres Polman. 
This research was taken place in Polres Polman.nThe research 
method that used in this research paper is library investigation and  field 
research method. Library Investigation is a research conducted by 
examining and scanning through law literatures related to this research. 
And, field research method is applied by having several inerviews with 
policeman in Polres Polman. All of the data source that was collected from 
law literatures and field research method is written in qualitative method. 
From the results of the research, can be concluded that factors that 
causing the occurance of theft by underage in the jusricdiction of Polres 
Polman is divided into two main factors, that is the economic factor and  
society intercommunication between underage. And in an attempt to cope 
the crime theft by underage that is happened in the jurisdiction of Polres 
polman, the role of police officers is devided into two, that is the role to 
prevent or preventif that was preventing the crime from happening for 
example is to socialize into schools and the role to actions or represif that 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang 
berdasarkan atas hukum, hal ini secara tegas dicantumkan dalam 
penjelasan umum Undang-Undang 1945. Negara Hukum 
menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa terkecuali, artinya 
segala perbuatan oleh warga masyarakat maupun instansi 
pemerintahan harus didasarkan oleh hukum yang berlaku. Setiap 
warga negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum 
dan wajib menjunjung hukum tersebut. 
Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin 
berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi semakin tinggi 
pula tingkat kejahatan pada setiap tahunnya. Sementara itu, 
keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 
masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses 
pembangunan nasional. Hal ini membuat para aparat penegak 
hukum bekerja semakin intensif dan lebih serius dalam menangani 
masalah kejahatan tersebut.  
Dalam zaman yang modern ini dimana pertumbuhan 
ekonomi masyarakat semakin bertambah terutama dalam masalah 
pemenuhan kebutuhan dan lapangan pekerjaan memicu dan 
menimbulkan kerawanan dibidang keamanan masyarakat, yaitu 
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meningkatnya presentase kejahatan dalam suatu wilayah. Salah 
satu bentuk tindakan pidana yang sangat marak terjadi dan yang 
sedang berkembang pesat adalah tindakan pencurian. 
Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP (Kitab Undang-
undang Hukum Pidana) pasal 362 KUHP yang rumusannya adalah 
sebagai berikut : 
“Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda 
paling banyak Sembilan ratus rupiah”.  
Berdasarkan pasal 362 KUHP seseorang dapat dinyatakan 
terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut 
harus terbukti dan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana 
pencurian tersebut. 
Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar 
mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk 
dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara 
yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. 
Anak merupakan aset yang akan menentukan nasib masa depan 
bangsa. Ketika terjadi kenalakan yang dilakukan oleh anak bahkan 
sampai mengarah kepada tindak pidana, tentunya itu sangat 
meresahkan warga masyarakat dan mengakibatkan 
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ketidaknyamanan dalam lingkungan bermasyarakat, keadaan 
seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat 
sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan 
kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar tindak 
pidana seperti pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak bisa 
berkurang. 
Sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, anak yang berhadapan 
dengan hukum adalah anak berumur 12 tahun tetapi belum 
berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.  
Pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai tugas dan 
tanggung jawab diwajibkan mengambil tindakan apabila seorang 
Anak dinyatakan melakukan Tindak Pidana. Didalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 
Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat Kepolisian. 
Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 tentang tugas 
Kepolisian : 
“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat”. 
Berdasarkan apa yang telah dicantumkan dalam undang-
undang, maka peran kepolisian sangat penting dalam 
penanggulangan tindak pidana kriminal. Dalam hal ini Polisi 
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sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai 
peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan 
yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat tanpa adanya 
unsur pengecualian karena didalam Undang-undang yang 
mengatur tugas dan wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa pihak 
Kepolisian memiliki Tanggung Jawab untuk menanggulangi seluruh 
pelaku Tindak Pidana dalam bentuk upaya maupun pencegahan, 
maka Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat 
karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya 
keamanan dalam negeri. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, 
Polisi Republik Indonesia berada dalam dua posisi yaitu sebagai 
alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat. 
Jika dilihat pada kenyataan sekarang ini, tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh anak semakin marak terjadi bahkan 
hingga ke daerah-daerah selama 5 tahun terakhir. Sebagai contoh 
kasus pencurian oleh Anak dibawah umur yang diberitakan dalam 
Berita Harian Online Polewali Terkini, Pihak Satuan Reskrim 
Kepolisian Resort Polman, Sulawesi Barat, mengamankan 3 orang 
pelaku pencurian, dalam proses penangkapan terungkap bahwa 1 
dari 3 pelaku merupakan anak dibawah umur, menurut keterangan 
aparat setempat, pelaku bernama Riyan berumur 17 Tahun 
berdasarkan laporan polisi nomor 
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LP/B/335/XI/2016/SULBAR/RESPOLMAN/SPKT tanggal 6 
November 2016 tentang pencurian. Contoh kasus pencurian oleh 
anak dibawah umur yang baru saja terjadi ini juga membuktikan 
bahwa pencurian oleh anak sudah sangat marak terjadi di berbagai 
daerah tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia. Hal inilah yang 
menjadi acuan penulis untuk mengetahui bagaimana peranan 
kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Polman. Karena 
berdasarkan contoh kasus yang baru saja terjadi, telah banyak 
tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak khususnya di 
wilayah daerah hukum Polres Polman.  
Sesuai dengan uraian diatas yang memperhatikan upaya 
penanggulangan pihak aparat kepolisian terhadap tindak pidana 
pencurian oleh anak dibawah umur khususnya di wilayah hukum 
Polres Polman yang dalam hal ini penelitian ditinjau dari kasus 
yang didapat penulis dalam kurung waktu 5 tahun terakhir dimana 
mulai marak terjadi pencurian di daerah Polres Polman, maka 
penulis akan meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan 
tersebut ke dalam bentuk sebuah Skripsi dengan judul :“Peranan 
Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Yang 





B. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan uraian latar belakang masalah diatas, 
maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan 
dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian 
oleh anak di wilayah hukum Polres Polman? 
2. Bagaimanakah Peranan aparat kepolisian dalam 
menanggulangi Kejahatan pencurian oleh anak di wilayah 
hukum Polres Polman? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yakni : 
1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan pencurian 
yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Polman 
2. Untuk mengetahui peranan aparat kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan pencurian oleh anak di wilayah 






1. Pengertian Kepolisian 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita 
dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti : 
- Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang 
bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum 
- Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan 
ketertiban umum. 
Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna 
yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, 
dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) 
pengertian, yaitu : 
1) sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, 
2) sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas 
dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban, 
3) sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani 
tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu, 
4) sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang 
mempelajari segala hal ikhwal kepolisian. 
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Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara 
dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara 
penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan 
di dalam negeri. 
Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Pasal 4 menyatakan : 
“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk 
mewujudkan  keamanan dalam negeri yang meliputi 
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan 
tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta 
terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi 
hak asasi manusia.” 
 
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian 
Tugas pokok Kepolisian diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, yaitu : 
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 
1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
2) Menegakkan hukum, dan 
3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat. 
 
Pada dasarnya Tugas pokok polisi adalah “menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat”1. Dan menurut C.H. 
                                                     
1 M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi : Diskresi Kepolisian, PT Pradnya Paramita, 
Jakarta, 1991, Hal 42. 
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Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok itu Polisi memiliki 2 
(dua) fungsi utama yaitu : 
1. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa 
Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-
lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang 
dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya 
perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-
perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam 
dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman. 
2. Fungsi represif atau pengendalian, yang berartibahwa Polisi 
itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, 
menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada 
penyidikan untuk penghukuman.2 
Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka 
didalam Organisasi Kepolisian, terbagi dua macam Kepolisian 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yaitu : 
1. Polisi Administratif 
Polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan 
sebagainya). Tugas polisi ini pada umumnya memberikan 
pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada 
masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur 
baik dari pusat maupun daerah dan menjaga 
                                                     
2 Ibid., Hal 43. 
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ketertiban.Karena tugasnya yang bersifat preventif dan 
melayani, Polisi ini selalu berseragam.  
2. Polisi Peradilan, Polisi rahasia atau Reserse 
Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari 
pelaku, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya diproses di 
Pengadilan. Dan mengingat tugasnya bersifat represif yang 
dilakukannya dengan cara rahasia dengan menggunakan 
teknik-teknik reserse. Di Indonesia Polisi ini disebut Reserse 
(Bareskrim, Reserse Kriminil, Restik, Reserse Narkotika). 
Tindakan Polisi ini selalu berdasarkan Undang-undang, 
seperti KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya 
karena tugas Polisi ini banyak menyinggung hak-hak asasi 
dan bersifat represif.3 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
pasal (2) mencantumkan tugas kepolisian secara jelas : 
Pasal 2 
Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal (1) 
maka kepolisian Negara mempunyai tugas : 
a) Memelihara ketertiban memberantas menjamin keamanan 
umum; 
b) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit 
masyarakat, 
c) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, 
termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan 
d) Mengusahakan ketaatan kewarganegaraan dan masyarakat 
terhadap peraturan-peraturan Negara; 
                                                     
3 Ibid., Hal 44. 
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e) Dari rumusan tugas tersebut maka lingkup tugas Kepolisian 
Negara sebagai alat Negara penegak hukum adalah : 
1) Preventif Kepolisian 
2) Bimmas Kepolisian 
3) Represif Kepolisian 
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana memberikan kewenangan dan mengatur tata cara 
pelaksanaan POLRI dalam hal : 
a) Polri sebagai penyidik dan penyelidik dalam penegakan 
hukum atas terjadinya tindak pidana 
b) Polri dalam melakukan tindak kepolisian (yang lain) yang 
bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan undang-
undang, 
c) Polri berhasil mengkoordinir, mengawasi dan memberikan 
bantuan atas penyelidikan yang dilakukan penyelidik 
Pegawai Negeri Sipil. 
 
3. Kewenangan Polisi dalam Proses Pidana 
Khusus dibidang proses pidana, POLRI mempunyai 
kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 
Indonesia yang berbunyi : 
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : 
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan; 
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 
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c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik 
dalam rangka penyidikan; 
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan 
serta memeriksa tanda pengenal diri; 
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan; 
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat 
imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi 
dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah 
atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak 
pidana; 
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan 
penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada 
penuntut umum; dan 
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
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(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l 
adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan 
jika memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 
tindakan tersebut dilakukan; 
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan 
jabatannya; 
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang 
memaksa; dan 
e. menghormati hak asasi manusia. 
Kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya 
sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan :  
a. Keadaan yang sangat perlu 
b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan 
c. Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian. 
B. Anak 
1. Pengertian Anak 
Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” di mata 
hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang 
belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang 
yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur 
(minderjaringheid atau inferionity) atau kerap juga disebut 
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sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (minderjarige 
onvervoodij).4Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut 
dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda 
tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga 
akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk 
menentukan umur anak.5 
Definisi tentang anak cukup beraneka ragam di beberapa 
negara, misalnya di Amerika Serikat yang mayoritas negara 
bagian menentukan batasan umur anak antara 8-17 tahun, 
negara Inggris menentukan batas umur antara 12-16 tahun, 
negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan 
batas umur antara 8-16 tahun, di negara Belanda umur antara 
12-18 tahun. Negara-negara di Asia misalnya Srilanka 
menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, 
Jepang dan Korea umur antara 14- 18 tahun, Kamboja antara 
15-18 tahun dan di Filipina umur antara 7-16 tahun.6 Di 
Indonesia, batas usia anak dirumuskan dengan jelas dalam 
ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang No.11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak bahwa 
anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
                                                     
4Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung, 2005, hal.3  
5Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 5  
6Paulus Hadisuprapto, Juvenile Deliquency Pemahaman dan Penanggulangannya, PT.Aditya 
Bakti, Bandung, 1997, hal. 8. 
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umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum 
pernah kawin. 
Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, pengertian anak 
dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia di bawah 18 
tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi 
anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.7 
Berbagai uraian batasan usia anak pada dasarnya adalah 
pengelompokkan usia maksimum sebagai perwujudan 
kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak 
tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi 
seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara 
mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan 
hukum yang dilakukan oleh anak itu.8 Dapat disimpulkan bahwa 
seseorang dikategorikan sebagai anak yaitu usia di bawah 18 
tahun, belum pernah kawin dan belum mampu bertanggung 
jawab secara mandiri atas perbuatan- perbuatan yang melawan 
hukum. 
2. Perlindungan Anak Secara Hukum 
Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara 
fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak 
asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga 
                                                     
7Chandra Gautama, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan 
Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2000, hal. 21. 
8Maulana Hasan Wadong, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 
24 
 16 
dan masyarakat. Pertimbangan (consideran) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu 
bahwa anak merupakan generasi muda yang meneruskan cita-
cita perjuangan bangsa dan memiliki peranan strategis 
sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, 
mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.  
 Permasalahan anak saat ini sangat kompleks, mulai dari 
kenakalan remaja seperti tawuran dan membolos sekolah, 
penyalahgunaan narkoba, hingga melakukan tindak pidana 
pencurian. Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu 
segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan pelanggaran 
yang semakin meningkat baik terhadap ketertiban umum 
maupun pelanggaran undang-undang menuntut berbagai pihak 
untuk terlibat dalam penanganannya. Dellyana mengemukakan 
bahwa usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut 
bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga 
membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan 
masyarakat. penyelesaian tersebut harus mengacu pada 
pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi 
anak.perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk 
mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan 
hak dan kewajibannya.9 
                                                     
9Shanty Dellyana, 1998, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta, Liberty, hal. 6  
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 Anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani proses 
persidangan perlu mendapat perhatian khusus demi menjaga 
hak-hak anak dan masa depannya. Hak yang dimiliki anak 
sebagai pelaku tindak pidana dapat diberikan pada waktu 
sebelum, selama dan setelah masa persidangan. Dalam 
persidangan dengan terdakwa anak, maka hakim yang 
memimpin sidang pun merupakan hakim khusus yaitu hakim 
yang menangani perkara anak, penuntut umum anak, penyidik 
anak, dan petugas pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. 
Dalam menjalani proses hukum tersebut, hak anak lebih 
diperhatikan dibandingkan kewajibannya.  
Perlindungan terhadap anak juga didasarkan pada beberapa 
pertimbangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: 
a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha 
Esa  
b. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus,terutama 
perlindungan hukum dalam sistem peradilan  
c. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak 
Anak (Convention on The Rights of the Child) yang 
mengatur prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum.  
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Perlindungan hak-hak anak juga tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
dengan berbagai pertimbangan yaitu:  
a. Negara wajib menjamin perlindungan terhadap hak anak 
yang merupakan hak asasi manusia; 
b. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa 
  
c. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus 
cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis 
yang menjamin  kelangsungan eksistensi bangsa dan 
negara pada masa depan; 
d. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang 
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
optimal, baik fisik, mental maupun  sosial, dan berakhlak 
mulia   
e. Anak yang mendapatkan perlindungan hukum dalam 
kasus pidana 
merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak 
yang menjadi korban dalam tindak pidana dan anak yang 
menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 bahwa “Anak 
yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut 
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Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana”. Pasal 1 angka 4 menyebutkan 
bahwa, “Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang 
selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak pidana”, sedangkan dalam Pasal 1 
angka 5 disebutkan bahwa, “Anak yang Menjadi Saksi 
Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah 
anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, 
dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. 
Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya 
keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian 
perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan 
perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya 
dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Arif 
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Gosita dalam Maidin Gultom10, kepastian hukum diusahakan 
demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan 
mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif 
yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya. 
Secara khusus penyelenggaraan perlindungan diatur 
dalam BAB IX Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang 
berhadapan dengan hukum diatur dalam Bagian kelima yaitu 
Perlindungan Khusus yang meliputi Pasal 59 dan Pasal 64. 
Disana dijelaskan bahwa anak mendapatkan perlindungan 
secara hukum sekalipun terlibat dalam tindak pidana. Hal 
tersebut melalui berbagai pertimbangan untuk 
menyelamatkan masa depan anak sebagai generasi 
penerus. 
C. Pengertian Tindak Pidana  
Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap 
pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya 
merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. 
Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang 
                                                     
10
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 
Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 33 
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menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan 
hukum yang lainnya11 
Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh 
Van Hamel:12  
“suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari 
ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-
mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan 
hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”. 
Fungsi Hukum Pidana secara umum adalah untuk mengatur 
dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat 
tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.13 
Pada dasarnya, pidana dan tindakan adalah sama, ialah 
berupa penderitaan. Perbedaannya hanya terletak pada 
tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang 
diakibatkan oleh penjatuhan pidana.14 
Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan 
sebagai berikut, Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 
karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang 
tindak pidana. Mengenai “delik” dalam arti straafbaar feit, para 
pakar hukum pidana masing-masing memberikan definisi 
                                                     
11 J.M. Van Bemmelen, 1987,  Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum, Bandung, 
Binacipta, Hlm 17. 
12 Satochid Kartanegara, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh Mahasiswa 
PTIK Angkatan V, 1984. Hal. 34. 
13 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 
Hal 15. 
14Ibid, Hal 23. 
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sebagai berikut : 
Simons mengatakan bahwa:  
“Dalam rumusannya straafbaar feit itu adalah “tindakan 
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang- 
undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum”. 15 
Alasan dari Simons mengapa harus dirumuskan seperti di 
atas karena:  
a. untuk adanya suatu straafbaar feit diisyaratkan bahwa disitu 
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang 
diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran 
terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;  
b. agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan 
itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 
dirumuskan dengan undang-undang;  
c. setiap straafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap suatu 
larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada 
hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu 
onrechmatige handeling.  
                                                     
15P.A.F.Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, Hal 185.  
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Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan 
bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan 
perundang- undangan. 
E. Utrecht mengatakan bahwa: 16 
“Menerjemahkan straafbaar feit dengan istilah peristiwa 
pidana yang sering juga ia sebut dengan delik, karena peristiwa 
itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu 
melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang 
ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu) Peristiwa 
pidana merupakan suatu peristiwa hukum (rechtsfeit), yaitu 
peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur 
oleh hukum”.  
Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan 
pidana, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-
undangan. Berdasarkan definisi teoritis maka perbuatan pidana 
adalah pelanggaran norma/kaedah/tata hukum yang diadakan 
karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana 
untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. Sedangkan dari sisi perundang-
undangan, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh 
undang-undang ditentukan mengandung pengabaian atau tidak 
berbuat.Tidak berbuat ini biasanya dilakukan dalam beberapa 
keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian 
perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut 
                                                     
16Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, AS Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Hal 9 
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uraian delik.17 
D. Kejahatan Pencurian 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 
Menurut Sudarsono, pencurian adalah mengambil barang-
barang atau harta dengan sembunyi-sembunyi.18 Pencurian 
dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa 
izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-
sembunyi.19 
Masalah pencurian juga dituangkan dalam Pasal 362 
KUHPidana. Moeljanto berpendapat bahwa masalah pencurian 
yang terdapat dalam Pasal 362 KUHPidana dirumuskan 
sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang 
lain. Akan tetapi dengan maksud untuk memiliki barang dengan 
cara melawan hukum, namun jika dilihat dari sifat melawan 
hukum di dalam Pasal 362, perbuatan tidak dilihat dari hal-hal 
yang lahir, tetapi tergantung pada niat orang yang mengambil 
barang.20 
Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak 
pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta 
kekayaan orang. Tindak Pidana pencurian dalam bentuk pokok 
                                                     
17Ibid, Hal 4. 
18Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 547 
19Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 85.  
20Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, RIneka Cipta, Jakarta, 2008. Hal 54 
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diatur Pasal 362 KUHP, sebagai berikut : 
“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau 
seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud 
untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, 
karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda 
setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.” 
Dari ketentuan tersebut, maka Pasal 362 KUHP merupakan 
pokok tindak pidana pencurian. Sebab semua unsur dari delik 
pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada 
Pasal-pasal KUHP lainnya, tidak disebutkan lagi unsur tindak 
pidana atau delik pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama 
kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan 
atau unsur peringanan. Adapun unsur-unsur tindak pidana pasal 
362 KUHP sebagaimana tercantum pada pasal tersebut, adalah 
sebagai berikut: 
1) perbuatan mengambil; 
2) barang 
3) barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain; 
4) secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki. 
Dalam Pasal ini juga menjelaskan bahwa pencurian dalam 
bentuk pokok terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif 
sebagai berikut : 
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a. unsur subjektif : “dengan maksud untuk menguasai benda 
tersebut secara melawan hukum”  
b. unsur objektif :  
1. barangsiapa atau hij 
2. mengambil atau wegnemen 
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain 
atau dat geheel of gedeeltelijk21 
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan 
tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah 
memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang 
terdapat didalam rumusan Pasal 362 KUHP.Berdasarkan 
definisi pencurian dan tindak pidana, maka disimpulkanbahwa 
tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang 
milik orang lain untuk dimiliki sendiri yang cara-caranya dilarang 
oleh hukum dan dapat menerima sanksi jika melanggarnya. 
2. Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencurian 
Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 
10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 
pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 
pidana denda, dan pidana tutupan, sedangkan pidana 
tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan 
barang-barang tertentum dan pengumuman putusan hakim. 
                                                     
21 P.A.F.Lamintang, & Theo Lamintang, 2008,Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar 
Grafika Offset, Jakarta, Hal 2. 
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Pemidanaan dalam kasus pencurian yang dimuat dalam 
Pasal 362- 365 KUHPidana bisa dikenakan dengan pidana mati, 
pidana penjara dan denda. Pidana mati diberikan kepada 
pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Dalam 
Pasal 365 Ayat 4, sanksi pidana mati dilakukan jika pencurian 
dengan kekerasan tersebut dilakukan lebih dua orang atau 
lebih, jika dilakukan oleh satu orang maka dipidana penjara 
paling lama 15 tahun. 
Menurut Effendi, pidana penjara adalah pidana berupa 
pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam 
suatu rumah penjara. Diharapkan dengan adanya perampasan 
kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk 
mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya 
kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan 
perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah 
dibuatnya.39 Pidana penjara paling lama 9 tahun diberikan bagi 
pelaku pencurian dengan didahului dengan ancaman atau 
kekerasan kepada korban, sedangkan jika pencurian dilakukan 
saat kondisi force majour misalnya bencana atau huru hara 
maka dikenakan pidana paling lama 7 tahun. 
Sanksi denda diberikan kepada pelaku tindak pidana 
pencurian ringan, seperti perbuatan yang dimuat dalam Pasal 
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362 dan 363. Sanksi yang diberikan dengan dasar jika harga 
barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00 maka dikenakan 
pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling 
banyak Rp.900,00. 
Sanksi pidana bagi orang dewasa maksimal dapat dijatuhi 
pidana mati, namun pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak 
sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-
Undang SPPA Pasal 3 yaitu anak tidak dapat dijatuhi hukuman 
mati atau pidana seumur hidup. Lebih spesifik pidana bagi anak 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Peradilan Anak. Pidana yang diberikan dapat berupa pidana 
dan tindakan. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 
anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana pokok dan 
pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan 
terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam UU Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak Pasal 71 ayat (1) yaitu 
pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah 
pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana 
tambahan. Jika anak belum mencapai umur 14 tahun 
melakukan tindak pidana hanya dpat dikenai tindakan, bukan 
pidana. 
Pidana pembatasan kebebasan dimuat dalam Pasal 79 UU 
No. 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa pidana kurungan 
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yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua 
dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. 
Pidana denda dimuat dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 
2012 yaitu denda yang dapat dijatuhkan kepada anak paling 
banyak satu perdua dari maksimum ancaman pidana denda 
bagi orang dewasa, jika tidak mampu membayar maka diganti 
dengan wajib latihan kerja maksimal 4 jam per hari. 
Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana yaitu jika melakukan perampasan 
barang-barang tertentu maka membayar ganti rugi dan 
merupakan tanggung jawab dari orang tua/wali.  
Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana yaitu mengembalikan kepada 
orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada 
Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan 
kerja, dan menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang 
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. 
E. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan 
Dalam perkembangannya, terdapat beberapa faktor yang 
berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan.  Dari pemikiran itu, 
berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. 
Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah ada 
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dimulai sejak abad ke-18. Pada abad ini, seseorang yang 
melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuki setan. 
Pada waktu itu manusia berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan 
seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini 
kemudian tersingkirkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran 
klasik, kartografi, tipologi dan aliran sosiologi yang berusaha untuk 
menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah. 
Menurut Walter Lunden, faktor-faktor yang berperan dan gejala 
yang dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam 
timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut :22 
a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota jumlahnya 
cukup besar dan sukar dicegah, 
b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan 
norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran 
social yang cepat, terutama di kota-kota besar. 
c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat 
pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota 
masyarakat terutama remaja menghadapi “samarpola” 
(ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya. 
Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan 
seseorang melakukan suatu tindakan pencurian yang mana hal 
                                                     
22 A.S. Alam dan Amir Ilyas, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 
2010, hlm 46. 
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tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan 
serta menimbulkan kesengsaraan orang lain, yakni : 
1. Motivasi Intrinsik (Intern) 
a. Faktor intelegensi 
b. Faktor usia 
c. Faktor jenis kelamin 
d. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak 
2. Motivasi Ekstrinsik (Ekstern) 
a. Faktor pendidikan 
b. Faktor pergaulan 
c. Faktor lingkungan 
Dibawah ini merupakan penjelasan lebih mendetail tentang 
setiap Faktor penyebab terjadinya kejahatan : 
a. Faktor intelegensi 
Intelegensi adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau 
kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana 
dalam faktor kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi 
perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki 
intelegensi yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu 
terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik 
buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila 
seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah 
merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu 
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secara sendirian akan dapat dilakukannya sendiri, sehingga 
dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia 
melakukan kejahatan tersebut.23 
b. Faktor usia  
Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan 
untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin 
bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat 
kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu 
perbuatan baik dan buruk.24 
Karena pada umumnya apabila seseorang yang telah 
mencapai umur dewasa maka akan bertambah banyak 
kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi atau didapati. 
c. Faktor jenis kelamin 
Hal ini bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki 
wanita dengan sifatsifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah 
dipunyainya atau didapatkannya sejak dia lahir dan 
berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu 
masyarakat. 
Perlu kita ketahui bahwa fisik wanita lebih lemah bila 
dibandingkan dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan 
kejahatan lebih banyak dilakukan oleh anak laki-laki dari pada 
yang dilakukan oleh wanita. 
                                                     
23 W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1977, hlm 61. 
24 Ibid, hlm 63. 
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d. Faktor kebutuhan ekonomi terdesak 
Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang 
sebagai pelaku pencurian, dimana pada saat terjadinya 
pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan 
hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut 
mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. 
Kalaulah hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah 
atau orang lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka, maka 
dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang 
tidak sesuai lagi bagi kepentingan umum karena dalam masalah 
ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.25 
Yang mana krisis ekonomi akan mengakibatkan 
pengangguran, kelompok gelandangan, patologi social atau 
penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan 
moral, agama, dapat membawa kepada dekondensi moral dan 
kenakalan anak-anak. Faktor ekonomi merupakan salah satu 
factor paling dominan sehingga orang dapat melakukan 
kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang 
kian hari kian meningkat. 
e. Faktor pendidikan 
Pendidikan dalam arti luas termasuk dalam pendidikan 
formal dan non-formal. Faktor pendidikan sangatlah 
                                                     
25 Ibid, hlm 73. 
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menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, 
dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi seseorang 
sehingga bias menjerumuskan untuk melakukan tindakan-
tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan 
hukum yang berlaku. Pendidikan adalah merupakan wadah 
yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral 
seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia 
pendidikan, tapi tidak menutup kemungkinan seseorang yang 
melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang 
mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan 
yang tinggi pula. 
f. Faktor pergaulan 
Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau 
menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat di dalam 
masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang didalam 
maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda.  
Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan 
seseorang dapat melekat pada diri seseorang itu, seperti contoh 
seorang anak dibawah umur bergaul dengan orang-orang 
dewasa yang memiliki prinsip bahwa baik untuk mencuri guna 
menutupi kebutuhan ekonomi, maka dikarenakan ini merupakan 
pergaulan anak tersebut, pada saat anak ini diajak untuk 
melakukan pencurian, dia tidak akan menolak dikarenakan ini 
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merupakan gaya hidup dari teman-teman sepergaulannya dan 
dia merasa benar untuk mengikuti sifat dan perilaku mereka. 
Inilah yang disebut sebagai faktor pergaulan. 
g. Faktor lingkungan 
Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang 
mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan 
rohani, ketenangan lahir batin dan juga lingkungan social serta 
lingkungan masyarakat. Lingkungan social adalah berupa 
lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-
hari. 
Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan 
bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, oleh karena 
adanya tekanan dari masyarakat, keluarga atau faktor eksternal 
yang merobek-robek keseimbangan batinnya, dengan demikian 
seseorang dapat melakukan perbuatan kriminal yang mana 
karena adanya tekanan atau paksaan. 
Selain faktor-faktor  tersebut, ada satu faktor yang 
menyebabkan orang melakukan kejahatan yaitu faktor 
kesombongan sosial, yang mana dalam faktor ini seseorang 
melakukan kejahatan tanpa memperhatikan sekelilingnya, atau 
dengan kata lain seseorang melakukan kejahatan tanpa 
memperhatikan keadaan sekelilingnya asalkan dia mendapatkan 
apa yang diinginkannya, baik dengan cara baik maupun buruk. 
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Maka faktor ini merupakan salah satu dari jenis-jenis faktor yang 
mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua 
pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun 
masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang 
telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan 
efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu. 
Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan 
untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan 
termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan criminal ini pun tidak 
terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang 
terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan 
kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.26 
Lain halnya dengan menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya 
dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah 
meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah 
pencegahan (preventif)27.Langkah-langkah preventif menurut 
Baharuddin Lopa meliputi: 
                                                     
26 Barda Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 
Penanggulangan Kejahatan, Kencana. (Jakarta 2001), hal 77. 
27Baharuddin Lopa&Moch.Yamin, Undang-undang Pemberantasan Tipikor. (Bandung 2001), hal 
16. 
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a. peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi 
pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi 
kejahatan. 
b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk 
mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan 
c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan 
kesadaran hukum rakyat 
d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum 
lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun 
preventif. 
e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi 
para pelaksana penegak hukum28 
Seperti yang dikemukakan oleh E.H Sutherland dan Cressey 
yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam 
pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk 
mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu: 29 
1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan 
Yakni suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan 
jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu 
pembinaan yang dilakukan secara konseptual. 
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime) 
                                                     
28 Ibid, Hal 16-17 
29 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Eresco, (Bandung 1992), Hal 66. 
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Yakni satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan 
dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai 
metode preventif (prevention).  
Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan 
represif. 
1. Upaya Preventif 
 Penanggulangan kejahatan ini dilakukan untuk mencegah 
terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Bernest dan 
Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi 
kejahatan yakni : 
1) menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial 
dan tekanan ekonomi yang dapat memperngaruhi tingkah laku 
seseorang ke arah perbuatan jahat. 
2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang 
menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun 
potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan bologis 
dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial 
ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu 
kesatuan yang harmonis.30 
                                                     
30Ibid, Hal 79. 
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Dari pendapat ini, dapat ditinjau bahwa kejahatan dapat dicegah 
apabila keadaan ekonomis atau keadaan lingkungan sosial yang 
mempengaruhi seseorang kearah  tingkah laku criminal dapat 
dikembalikan pada keadaan baik. Sementara faktor biologis dan 
faktor psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. 
Jadi dalam upaya ini, upaya yang dilakukan adalah usaha yang 
positif, menciptakan suatu kondisi atas keadaan ekonomi, 
lingkungan, juga kultur masyarakat menjadi suatu daya dinamika 
dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan 
ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan 
menyimpang. Selain itu, dilakukan peningkatan kesadaran dan 
partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan 
tanggung jawab bersama. 
2. Upaya Represif 
Upaya ini adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk 
menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya 
serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 
merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan 
orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang 
akan ditanggungnya sangat berat. Pembahasan sistem represif 
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tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang 
didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu, 
1. sub sistem kehakiman 
2. sub sistem kejaksaan 
3. sub sistem kepolisian 
4. sub sistem pemasyarakatan dan kepengacaraan yang 
merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan 
secara fungsional.31 
Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan 
motode-metode berikut : 
a. Perlakuan (treatment) 
Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani 
yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu 
perlakuan, yakni :32 
1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, 
artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada 
orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. 
Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum 
begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. 
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak 
langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang 
                                                     
31 Abdul Syani, Sosiologi Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar,1987, Hal 137. 
32Ibid, Hal 139. 
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menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan. 
Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan 
agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan 
kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat 
seperti sedia kala. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku 
ini mengandung dua tujuan pokok yaitu sebagai upaya 
pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar 
tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari. 
b. Penghukuman (punishment) 
Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan 
untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin dikarenakan 
kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, 
maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan 
perundang-undangan dalam hukum pidana.33 
Dikarenakan Indonesia menganut sistem pemasyarakatan, 
bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, 
maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum 
adalah hukuman yang semaksimal mungkin untuk membuat 
jera, bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan 
dan perbaikan pelaku kejahatan. 
                                                     




A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini diadakan penelitian di Polman yaitu di 
Polres Polman. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data 
sebagai berikut : 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 
melalui teknik wawancara dengan responden. Data jenis ini 
diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian 
yaitu polisi di Polres Polman. 
2. Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan. Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut : 
a. Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi 
penelitian. 
b. Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud 
laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 43 
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 
kegiatan sebagai berikut : 
a. Wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab secara lisan 
dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses 
interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang 
berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau 
penanya atau disebut interviewer sedang pihak yang lain berfungsi 
sebagai pemberi informasi atau informan atau responden. Pada 
penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan 
sebagai interviewer dan responden adalah Polisi di Polres Polman 
Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin yaitu 
wawancara dilakukan dengan menggunakan interview guide yang 
berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, 
sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi 
pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview 
dilakukan. 
b. Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan 
kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan 
mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-
tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat 
kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan 
dengan permasalahan yang diangkat. 
D. Teknik Analisis Data 
 44 
Data penelitian ini dianalisa dengan teknik kualitatif kemudian 
disajikan secara deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan 
menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai 
obyek yang diteliti. Data- data dan informasi yang diperoleh dari obyek 
penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang 











A. Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan 
Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Polman 
Berbicara tentang kejahatan, terjadinya suatu kejahatan 
tidak serta merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. 
Kejahatan yang umumnya terjadi di Negara Indonesia ini selain 
karena adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan 
juga terdapat faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, lingkungan 
dan sebagainya. 
Hal yang sama juga terjadi di Wilayah Hukum Polres 
Polman. Penulis melakukan penelitian di Polres Polman mengenai 
kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan data 
yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa seiring berkembangnya 
zaman, kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak kian marak 
terjadi. Berikut data yang diperoleh oleh penulis tentang 
perkembangan pencurian oleh anak yang terjadi di Wilayah Hukum 
Polres Polman dari tahun 2012 hingga tahun 2017: 
Tabel 1 
Data Kasus Pencurian Oleh Anak Dari Tahun 2012-2017 
No. Tahun Jumlah Laporan Polisi Penyelesaian 
1.  2012 NIHIL NIHIL 
2.  2013 2 P.21 
3.  2014 1 DIVERSI 
4.  2015 3 DIVERSI 
 46 
5.  2016 4 
3 DIVERSI 
1 P.21 
6.  2017 2 DIVERSI 
Sumber : Polres Polman April 2017 
Keterangan : 
- P.21 : pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap 
- Diversi : pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses 
peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana, dalam hal 
ini merupakan perdamaian. 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa 
perkembangan pencurian oleh anak di Wilayah  Polres Polman 
berkembang cukup pesat, khususnya dimulai dari tahun 2015. 
Dalam proses penelitian, penulis juga mewawancarai 
seorang penyidik yang menangani sejumah kasus pencurian oleh 
anak di Polres Polman, BRIPKA RUSMIN MADJID. Dalam hasil 
dari wawancara, narasumber menyampaikan bahwa meski belum 
mencapai angka yang fantastis, pencurian oleh anak mulai marak 
dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polres Polman khususnya 
pada usia remaja, 15 tahun-18 tahun. Namun, menurut dari setiap 
hasil penyelidikan tiap kasus,  terdapat 2 faktor utama yang paling 
menonjol dalam menyebabkan terjadinya pencurian oleh anak 
sejauh ini di Wilayah  Hukum Polres Polman yaitu adalah faktor 
pergaulan dan faktor ekonomi. 
1. Faktor pergaulan 
Faktor pergaulan yang dimaksudkan disini adalah pergaulan 
yang salah. Pergaulan yang tidak baik mengakibatkan seorang 
anak yang awalnya berperilaku baik dapat terjerumus dalam 
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kejahatan khususnya pencurian. Biasanya, anak-anak 
melakukan kejahatan ini untuk bersenang-senang dengan 
lingkungan pergaulannya ataupun untuk menaikkan status 
sosialnya dengan kata lain membuktikan pada orang lain bahwa 
mereka harus ditakuti karena telah berani melakukan tindakan 
melawan hukum. Faktor ini juga berlaku bagi anak-anak yang 
memiliki rasa keinginan yang sangat tinggi terhadap sesama, 
sehingga ingin menyaingi satu sama lain yang kemudian 
mendorong seorang anak untuk melakukan tindakan pencurian 
guna mendapatkan apa yang diinginkannya. 
2. Faktor ekonomi 
Berdasarkan hasil pengamatan dari penyidik Polres Polman, 
salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian 
selain pergaulan adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dalam 
hal ini dikhususkan pada kemiskinan dan ketidakmampuan 
secara materil. Faktor ini timbul dikarenakan pendapatan dan 
hasil dari orang tua yang tidak seimbang dengan kebutuhan 
seorang anak yang juga disebabkan karena biaya hidup yang 
dari tahun ke tahun makin tinggi. Maka biasanya, jalan yang 
paling mudah yang dilakukan oleh anak adalah melakukan 
tindakan yang melawan hukum. Dalam hal ini tindakan melawan 
hukum yang dimaksudkan adalah pencurian. 
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Contoh kasus yang disertai oleh penyidik dalam wawancara : 
 
Kasus dengan nomor laporan polisi 
LP/B/335/XI/2016/SULBAR/RESPOLMAN/SPKT yang menjelaskan 
tentang salah satu kasus pencurian oleh anak di Wilayah Hukum 
Polres Polman, Pelaku dalam kasus ini bernama MUHAMMAD 
FIRYAL AKBAR Bin BUDIMAN Alias RIYAN (17 tahun) melakukan 
kejahatan pencurian di SDN 066 Pekkabata dengan dua orang 
temannya yang terhitung sebagai orang dewasa yaitu AMIR Bin 
SAMAL Alias MINNA (19 tahun) dan SAPRIADI Alias APPI (umur 
belum diketahui/masih dalam Daftar Pencarian Orang). Dalam 
kasus ini, diterangkan bahwa faktor Riyan melakukan tindakan 
kejahatan pencurian adalah dikarenakan dia mengikuti temannya 
yang berusia lebih dewasa darinya untuk melakukan tindakan 
kejahatan. Dikarenakan sudah lama dalam lingkaran pergaulan ini, 
Riyan mengaku bahwa tidak mempermasalahkan ketika diajak 
untuk mencuri oleh Minna pada saat mereka sedang 
berkumpul(Keterangan didapat dari hasil proses wawancara yang 
dilampirkan). Keterangan ini juga didukung dengan adanya fakta 
bahwa Riyan tidak menerima hasil dari Pencurian tersebut. Hal ini 
membuktikan bahwa faktor pergaulan menjadi faktor utama yang 
menyebabkan pelaku berbuat kejahatan. Fakor kedua, yaitu faktor 
ekonomi ini diterangka oleh saksi kedua dari kasus ini yaitu pelaku 
yang lainnya bernama AMIR Bin SAMAL Alias MINNA yang berusia 
19 tahun. Dalam proses wawancara nya, Minna mengaku 
mengajak Riyan mencuri karena Minna sedang membutuhkan 
Dana untuk menebus handphone milik temannya (keterangan 
didapat dari hasil wawancara terhadap saksi 5 yaitu AHMAD Bin 
ATTA yang bersedia menerima barang curian dengan status 
digadaikan, hasil wawancara dilampirkan). Dalam keterangan 
tersebut, dinyakatan bahwa alas an Minna mengajak kedua orang 
kerabatnya untuk mencuri dikarenakan faktor ekonomi. 
 
B. Peranan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan 
Pencurian Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Polman 
Hukum sebagai Norma memiliki suatu kekhususan yakni 
hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan 
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dalam menjaga kepentingan umum. Peranan meliputi norma-norma 
yang dihubungkan dengan pihak polisi dalam masyarakat. Polisi 
Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak 
hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung 
jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan 
menangani dan mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang 
ada di masing-masing wilayah. Adapun peran kepolisian menurut 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia  yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 yang 
berbunyi: 
“Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia merupakan alat 
Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan 
Perlindungan,  Pengayoman,  dan  Pelayanan  kepada  mayarakat  
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri”. 
 
Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam 
hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu preventif 
maupun represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-
kejahatan yang sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat. 
Peranan polisi bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah 
penting. Sebab, masyarakat mempercayakan kepada polisi untuk 
memberantas berbagai jenis kejahatan dari berbagai kalangan 
masyarakat, khususnya juga dalam hal ini kasus-kasus pencurian 
yang dilakukan oleh anak. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di 
Polres Polewali, ada beberapa upaya penanggulangan yang telah 
digunakan guna mencegah dan meminimalisir kejahatan pencurian 
yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polres Polewali. 
1. Peranan Pencegahan (Preventif) 
Upaya preventif atau upaya pencegahan merupakan upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulngan kejahatan secara preventif 
adalah menanamkan nilai-nilai/norma yang baik sehingga nilai 
dan norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang 
khususnya dari usia se-dini mungkun. Upaya ini bersifat 
mencegah dimana aparat penegak hukum mengadakan 
sejumlah program untuk meminimalisir pencurian oleh anak di 
Wilayah Hukum Polres Polman. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan BRIPKA RUSMIN MADJID selaku penyidik di Polres 
Polman, terdapat beberapa program yang dilaksanakan di 
Polres Polman : 
a. Mengadakan Patroli Keliling 
b. Menempatkan personil kepolisian di tempat keramaian 
yang rawan terjadi lokasi pencurian 
c. Melaksanakan pendekatan persuasif terhadap anak-anak 
misalnya dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah 
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maupun diadakannya pertemuan dan menghadirkan 
anak-anak pelajar oleh aparat penegak hukum di Polres 
Polman. 
d. Aparat Penegak Hukum khususnya Unit PPA Satuan 
Reserse criminal Polres Polman melakukan koordinasi 
bersama Badan Pemberdayaan Perembuan dan Anak 
Kabupaten Polman dan Pekerja Sosial untuk sesering 
mungkin melakukan sosialisasi baik disekolah-sekolah 
maupun di kantor-kantor Desa yang dihadiri oleh 
Masyarakat dan Tokoh Agama serta Tokoh Pelajar dan 
Pemuda dengan harapan hasil pertemuan tersebut 
diteruskan kepada anak-anak untuk dipahami. 
2. Peranan Penindakan (Represif) 
Upaya Represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak 
Kepolisian pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang 
tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement). 
Upaya Represif yang dilakukan kepolisian dalam 
pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian: 
Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ialah berupa 
tindakan Penegakan Hukum. Tindakan ini merupakan salah 
satu cara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam 
melaksanakan suatu proses yang dinamakan penyidikan, 
penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, melakukan 
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pemeriksaan, melakukan penahanan, pemeriksaan pengadilan , 
eksekusi hingga sampai ke tahap pembinaan narapidana. 
Menurut hasil wawancara oleh BRIPKA RUSMIN MADJID 
selaku Penyidik dari Polres Polman, proses penyelesaian 
kasustindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dapat 
diselesaikan dengan dua cara yaitu penahanan dan dengan 
proses diversi. 
Sistem pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum 
yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak 
memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang 
dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh 
negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk 
yang bertanggung jawab dan mampu 
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara 
anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh 
bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam 
proses hukum dan pemberian hukuman, anak harus mendapat 
perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa 
inilah yang menyebabkan dapat terjadinya proses diversi untuk 
menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 
Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari 
efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh 
keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan 
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diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan 
aparat penegak hukum yang disebut discretion atau ‘diskresi’. 
Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang 
menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan 
meneruskan perkara atau penghentian perkara, mengambil 
tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Adapun tujuan 
Diskresi yang digunakan dalam hal ini adalah: 
 Menghindari penahanan anak  
 Menghindari cap/label sebagai penjahat 
 Meningkatkan keterampilan hidup anak 
 Meningkatkan rasa tanggung jawab anak  
 Mencegah penanggulangan tindak pidana 
 Meningkatkan itervensi bagi kepentingan korban 
tanpa proses formal 
 Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan 
pidana anak (SPPA) 
 Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi 
negative dari proses peradilan. 
 
Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Polman terkait 
dalam menanggulangi pencurian yang dilakukan oleh anak di 
Wilayah Hukum Polres Polman antara lain adalah : 
- Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau 
pengaduan kejahatan. 
- Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang 
bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan 
perkara pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah 
Hukum Polres Polman dan selanjutnya jika penyelidikan 
telah dinyatakan lengkap (P.21) maka akan segera 
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dilimpahkan ke Kejaksaan atau kasus nya juga dapat 
diselesaikan dengan cara Diversi. Berikut keteranga data 
yang didapat dari hasil wawancara di Polres Polman : 
Tabel 2 
Data Kasus Pencurian Oleh Anak Dari Tahun 2012-2017 
No. Tahun Jumlah Laporan Polisi Penyelesaian 
7.  2012 NIHIL NIHIL 
8.  2013 2 P.21 
9.  2014 1 DIVERSI 
10.  2015 3 DIVERSI 
11.  2016 4 
3 DIVERSI 
1 P.21 
12.  2017 2 DIVERSI 
Sumber : Polres Polman April 2017 
Keterangan : 
 P.21 : pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap 
 Diversi : pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses 
peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana, dalam hal 
ini merupakan perdamaian. 
 
Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat hasil penyelesaian 
dari setiap kasus pencurian oleh  anak di Wilayah Hukum 
Polres Polman khususnya dari tahun 2012-2017 didominasi 
dengan proses penyelesaian Diversi. Hal ini diutamakan jika 
tersangka memang masih dinyatakan layak dan 
memungkinkan untuk diciptakannya proses perdamaian 
diluar proses peradilan pidana. BRIPKA RUSMIN MADJID 
selaku penyidik di Polres Polman mengatakan : 
“Polres Polman akan berupaya semaksimal mungkin dalam 
melindungi seorang anak dari akibat peradilan proses pidana 
yang dapat merugikan masa depan anak tersebut dengan 
maksud memberikan kesempatan kedua agar anak ini dapat 
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terhindar dari status tahanan dan dapat melanjutkan 
kehidupannya dengan lebih baik.” 
 
Dalam proses pemeriksaan dan upaya hukum yang 
dilakukan aparat penegak hukum, yang membedakan 
dengan proses orang dewasa dna proses anak-anak adalah 
diharuskannya hadir seorang pendamping hukum atau orang 
tua/wali anak yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, 
berikut keterangan dari hasil wawancara dengan BRIPKA 
RUSMIN MADJID : 
“Adapun cara penangkapan anak sangat berbeda 
dengan orang dewasa, dimana apabila ada anak yang 
sedang terlibat dalam perkara pidana atau yang merupakan 
pelaku tindak pidana untuk dilakukan penangkapan, terlebih 
dahulu memberitahukan orang tua/wali atas pelanggaran 
yang telah diperbuat dan kemudian mengarahkan orang 
tua/wali untuk mendampingi anaknya selama dilakukan 
proses penyelidikan dan penyidikan, dan apabila anak 
tertangkap tangan melakukan tindak pidana, juga diwajibkan 
kepada setiap aparat penegak hukum untuk 
memberitahukan kepada pihal keluarga atau orang tua 
sebelum menginterogasi atau melaksanakan penyelidikan 
lebih jauh.” 
 
Dalam hal ini, bisa kita simpulkan bahwa, adanya 
pendampingan dari penegak hukum atau orangtua/wali anak 
yang melakukan tindak pidana merupakan sangat penting 
mengingat seorang anak belum dapat bertanggung jawab 
penuh terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya. Proses 
interogasi atau pemeriksaanterhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum harus didampingi oleh Orang Tua/Wali atau 
 56 
Petugas Pemasyarakatan Klien anak dari Balai 
Pemasyarakatan (Bapas). 
- Setiap detail dari penangkapan hingga proses diversi 
seorang anak harus dicatat secara mendetail dan diarsipkan 
serta dilaporkan kepada atasan guna menghindari 
pelanggaran perilaku seorang aparat penegak hukum 
terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan seorang 
anak. (terdapat contoh detail setiap laporan oleh Polres 



















Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa, kejahatan pencurian yang 
dilakukan oleh anak dipandang sangat meresahkan masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat 
disimpulkan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
pencurian yang dilakukan oleh anak dan upaya-upaya 
penanggulangan yang dilakukan oleh Polr es Polman: 
1. Faktor-faktor Penyebab terjadinya kejahatan pencurian 
yang dilakukan oleh anak di Wilyah Hukum Polres 
Polman terbagi menjadi dua faktor utama: 
a. Faktor ekonomi atau dalam hal ini merupakan 
kekurangan materil yang dialami seorang anak 
b. Faktor pergaulan yang mempengaruhi seorang anak 
dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini 
faktor pergaulan biasanya didapatkan dari pengaruh 
teman-teman sekitarnya yang terbiasa melakukan 
kejahatan pencurian. 
2. Peranan Aparat Kepolisian dalam menanggulangi 
Kejahatan Pencurian oleh anak di Wilayah Hukum Polres 
Polman terbagi menjadi dua peranan utama, yaitu: 
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a. Peranan pencegahan (preventif) 
Peranan ini digunakan untuk mencegah seperti 
diadakannya patroli keliling oleh aparat penegak 
hukum dan melaksanakan sejumlah sosialisasi dan 
kerja sama dengan perlindungan perempuan serta 
instansi terkait terhadap sekolah-sekolah di Wilayah 
Hukum Polres Polman dan orang tua yang memiliki 
anak yang tidak bersekolah. 
b. Peranan penindakan (represif) 
Upaya dari peranan ini adalah dilakukannya tindakan 
kepolisian yakni, penangkapan, penahanan,  dan 
pelimpahan kasus ke Penuntut Umum (P.21) atau 
penyelesaian kasus dengan proses diversi. 
B. Saran 
Agar dapat mengurangi atau menekan terjadinya kejahatan 
khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di 
Wilayah Hukum Polres Polman, maka saran yang dapat 
dikemukakan adalah: 
1. Para orang tua harus lebih mengontrol anak dan menaruh 
perhatian yang lebih dalam kegiatan sehari-hari seorang anak 
agar anak tersebut berkembang dengan pengertian untuk 
menghindari perbuatan yang melawan hukum. 
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2. Polres Polman diharapkan dapat menambah jumlah personil 
serta sarana dan prasarana penunjang khususnya kendaraan 
dinas roda empat dan kendaraan roda dua sehingga dapat 
dilaksanakan patroli dengan baik sesuai kebutuhan di lapangan. 
Sehingga kasus-kasus kejahatan khususnya kejahatan 
pencurian yang dilakukan oleh anak dapat dicegah dengan baik. 
3. Selain itu Polres Polman juga diharapkan agar lebih aktif dan 
meningkatkan koordinasi dalam memberikan upaya-upaya 
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